[ SALINAN ]

PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR 9 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI PROVINSI RIAU TAHUN 2018-2038

Menimbang:

Mengingat:

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (4)
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian,
perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana

Pembangunan Industri Provinsi Riau Tahun 2018-2038.

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun
1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I
Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 795) sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1646);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4725);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha
Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5025);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5492);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3699);

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun

2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing
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(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
964);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110 Tahun 2015
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan
Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 1917);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 2017
tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Industri Provinsi Dan Rencana
Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1467);

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2014
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Provinsi Riau Tahun 2014-2019 (Lembaran
Daerah Tahun 2014 Nomor 7), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Provinsi Riau Tahun 2014-2019 (Lembaran
Daerah Tahun 2018 Nomor 1);

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun

2016 Nomor 4).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU

Menetapkan:

dan

GUBERNUR RIAU

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
INDUSTRI PROVINSI RIAU TAHUN 2018-2038.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.

Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah
adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang
kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia
yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang Perindustrian.

Daerah adalah Provinsi Riau.

Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur
penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Gubernur adalah Gubernur Riau.

Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota yang ada di
Provinsi Riau.

Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang
mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber
daya Industri sehingga menghasilkan barang yang
mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi,
termasuk jasa Industri.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah provinsi.

Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun
2015-2035 selanjutnya disingkat RIPIN adalah Rencana
Induk Pembangunan Industri Nasional yang telah
ditetapkan oleh Pemerintah yang berlaku untuk jangka

waktu selama 20 (dua puluh) tahun.
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10. Kebijakan Industri Nasional yang selanjutnya disingkat

11.

12.

KIN adalah Kebijakan Industri Nasional yang berlaku
untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun oleh
Menteri Perindustrian setelah berkoordinasi dengan
menteri dan kepala lembaga pemerintah nonkementerian
terkait serta mempertimbangkan masukan  dari
pemangku kepentingan yang ditetapkan oleh Presiden
untuk melaksanakan RIPIN 2015-2035.

Rencana Pembangunan Industri Provinsi Riau Tahun
2018-2038 yang selanjutnya disingkat RPIP Tahun 2018-
2038 adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan
dalam pembangunan Industri di Provinsi Riau.

Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota yang
selanjutnya disingkat RPIK adalah dokumen perencanaan
yang menjadi acuan dalam pembangunan Industri di

kabupaten /kota.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

RPIP merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan

pelaku industri dalam pembangunan industri di Provinsi Riau

Tahun 2018-2038.

Pasal 3

Tujuan RPIP adalah untuk:

a.

mewujudkan Industri Provinsi Riau sebagai bagian dari
pembangunan Industri Nasional;

mewujudkan kedalaman dan kekuatan struktur Industri
Provinsi Riau;

mewujudkan Industri Provinsi Riau yang mandiri,
berdaya saing, dan maju, serta memiliki paradigma
sebagai Industri Hijau;

mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat,
serta mencegah pemusatan atau penguasaan Industri
oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan

masyarakat di wilayah Provinsi Riau;
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membuka kesempatan berusaha dan perluasan
kesempatan kerja;

mewujudkan pemerataan pembangunan Industri ke
seluruh Wilayah Provinsi Riau guna memperkuat dan
memperkukuh ketahanan nasional; dan

meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan
masyarakat di seluruh Wilayah Provinsi Riau secara

berkeadilan.

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

(1)

(2)

industri unggulan daerah;
sistematika RPIP;

pelaksanaan;

pembinaan dan pengawasan; dan

pembiayaan.

BAB III
INDUSTRI UNGGULAN DAERAH

Pasal 5
Industri unggulan Daerah sesuai dengan klasifikasi baku
lapangan usaha adalah sebagai berikut :
a. Industri pangan;
b. Industri farmasi dan kosmetik;

Industri tekstil dan aneka;

o

e

Industri transportasi;
e. Industri barang modal, bahan penolong dan jasa
industri;

f.  Industri hulu agro; dan

g. Industri logam dasar dan bahan galian bukan logam.
Daerah Kabupaten/Kota dapat mengembangkan Industri
unggulannya berdasarkan Industri unggulan Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta Industri
unggulan lain sesuai dengan klasifikasi baku lapangan
usaha berpedoman dengan peraturan perundang-

undangan.
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(3) Pengembangan Industri unggulan Kabupaten/Kota
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan dalam

RPIK.

BAB IV
SISTEMATIKA RPIP

Pasal 6
RPIP Tahun 2018-2038 ditetapkan untuk jangka waktu 20
(dua puluh) tahun.

Pasal 7
(1) RPIP Tahun 2018-2038 sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 tercantum pada Lampiran yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(2) Sistematika RPIP Tahun 2018-2038 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
a. BABI : PENDAHULUAN
b. BABII : GAMBARAN KONDISI DAERAH
c. BABIII : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
PEMBANGUNAN INDUSTRI PROVINSI

RIAU.

d. BABIV : STRATEGI DAN PROGRAM
PEMBANGUNAN INDUSTRI = PROVINSI
RIAU.

e. BABV : PENUTUP

BAB V
PELAKSANAAN

Pasal 8
RPIP Tahun 2018-2038 harus sejalan dengan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta merupakan
pedoman bagi Pemerintah Daerah, Pemerintah
Kabupaten/Kota dan pelaku Industri dalam pembangunan

Industri di Daerah.



Pasal 9

RPIP Tahun 2018-2038 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8

dijadikan pedoman bagi :

a.

(1)

(2)

(3)

(4)

Perangkat Daerah dalam merumuskan kebijakan sektoral
yang terkait dengan Dbidang perindustrian yang
dituangkan dalam dokumen rencana strategis di bidang
tugasnya sebagai bagian dari Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah; dan

Bupati/Walikota dalam penyusunan RPIK.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10
Untuk kepentingan pembangunan Industri di Daerah,
Gubernur berwenang melakukan pembinaan,
pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap
penyusunan dan pelaksanaan RPIK.
Gubernur melakukan pembinaan, pengawasan,
monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPIP
Tahun 2018-2038 dan melaporkan kepada Menteri yang
membidangi urusan perindustrian dengan tembusan
kepada Menteri Dalam Negeri.
Gubernur menyampaikan laporan pelaksanaan RPIP
Tahun 2018-2038 secara berkala setiap tahun kepada
Menteri yang membidangi urusan perindustrian dengan
tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan,
pengawasan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan RPIP
Tahun 2018-2038 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 11

RPIP Tahun 2018-2038 dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima)

tahun sekali.



BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 12
Pembiayaan dalam pelaksanaan RPIP Tahun 2018-2038
dibebankan pada :
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan

c. Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar  setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya

dalam Lembaran Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru

Pada tanggal 2 April 2018

Plt. GUBERNUR RIAU
WAKIL GUBERNUR,

ttd

WAN THAMRIN HASYIM

Diundangkan di Pekanbaru
Pada tanggal 2 April 2018
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,
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ttd.

H. AHMAD HIJAZI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2018 NOMOR : 9

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR : (9,80/2018)
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI PROVINSI RIAU TAHUN 2018-2038

UMUM

Pembangunan nasional harus memberi mandat sebesar-besarnya

untuk kesejahteraan rakyat dalam rangka mewujudkan masyarakat yang
adil dan makmur di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
merdeka, bersatu dan berdaulat berdasarkan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang
diselenggarakan berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi.
Pembangunan nasional dilaksanakan dengan memanfaatkan kekuatan
dan kemampuan sumber daya yang tangguh dan didukung oleh nilai-nilai
budaya luhur bangsa, guna mewujudkan kedaulatan, kemandirian dan
ketahanan bangsa untuk kepentingan nasional. Pembangunan nasional di
bidang ekonomi dilaksanakan untuk menciptakan struktur ekonomi yang
mandiri, sehat dan kukuh dengan menempatkan pembangunan Industri
sebagai penggerak utama.

Untuk mendukung pembangunan industri ke seluruh wilayah
Indonesia, maka Pemerintah harus meningkatkan percepatan penyebaran
dan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia
guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional nasional.

Dalam rangka percepatan penyebaran dan pemerataan pembangunan
industri ke seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan
dalam rangka memudahkan sinergi dan koordinasi dalam pembangunan
Industri di Daerah, maka secara administratif wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia di bagi ke dalam 10 (sepuluh) Wilayah Pengembangan
Industri, dimana Provinsi Riau termasuk bagian dari Wilayah
Pengembangan Industri Sumatera Bagian Utara bersama-sama dengan
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat,
Kepulauan Riau dan Jambi.

Sesuai dengan amanat Pasal 14 Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2014 tentang Perindustrian, Wilayah Pengembangan Industri tersebut

dilakukan melalui Pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri,
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dimana Pemerintah melalui instrumen hukum Peraturan Pemerintah
Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri
Nasional Tahun 2015—2035 telah menetapkan tiga Daerah
Kabupaten/Kota di Provinsi Riau sebagai Wilayah Pusat Pertumbuhan
Industri, yaitu Dumai, Bengkalis dan Siak. Untuk mengukuhkan dan
mendukung secara optimal keputusan Pemerintah inilah, maka
Pemerintahan Daerah Provinsi Riau menerbitkan landasan hukum berupa
Peraturan Daerah Provinsi Riau tentang Rencana Pembangunan Industri
Provinsi.

Selain itu Peraturan Daerah ini juga berupaya mendorong agar
seluruh Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau yaitu Pekanbaru,
Kampar, Pelalawan, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Kuantan Singingi,
Rokan Hulu, Rokan Hilir, dan Kepulauan Meranti dapat ditetapkan
sebagai Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri Baru di Provinsi Riau.

Peraturan Daerah Provinsi Riau tentang Rencana Pembangunan
Industri Provinsi ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi Perusahaan
Industri dan Perusahaan Kawasan Industri yang beroperasi di Provinsi
Riau untuk lebih berkembang dengan tidak meninggalkan misinya untuk
memajukan dan mengembangkan Sentra Industri Kecil dan Industri
Menengah yang sangat terkait dengan kehidupan masyarakat golongan

menengah ke bawah di Provinsi Riau.

PASAL DEMI PASAL
Pasal 1

Cukup jelas.
Pasal 2

Cukup jelas.
Pasal 3

Cukup jelas.
Pasal 4

Cukup jelas.
Pasal 5

Cukup jelas.
Pasal 6

Cukup jelas.
Pasal 7

Cukup jelas.
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Pasal 8

Cukup jelas.
Pasal 9

Cukup jelas.
Pasal 10

Cukup jelas.
Pasal 11

Cukup jelas.
Pasal 12

Cukup jelas.
Pasal 13

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR : 9



LAMPIRAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU

NOMOR 9 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI PROVINSI RIAU TAHUN 2018-2038



PENDAHULUAN

A.

LATAR BELAKANG

Provinsi Riau secara geografis, geoekonomi dan geopolitik terletak
pada jalur yang sangat strategis karena terletak pada jalur perdagangan
Regional dan Internasional di kawasan ASEAN. Provinsi Riau berbatasan
langsung dengan Negara Singapura dan Malaysia serta adanya Selat
Malaka yang merupakan salah satu jalur perdagangan tersibuk di dunia
yang memiliki potensi besar sebagai pintu gerbang dalam pemasaran
berbagai produk yang dihasilkan dari wilayah ini ke berbagai penjuru

dunia.

Sementara itu dari aspek demografi, sebanyak 65% penduduk Riau
merupakan penduduk usia produktif dan 32% merupakan penduduk usia
muda serta 3% berusia tua dengan beban ketergantungan sebesar 52,68.
Jumlah penduduk yang berada pada usia produktif dan non produktif
tersebut merupakan sumber daya manusia (SDM) yang dibutuhkan dalam
proses pelaksanaan pembangunan di samping juga sebagai konsumen

dalam memanfaatkan hasil-hasil pembangunan.

Dengan jumlah penduduk usia produktif sebanyak 65% merupakan
modal utama dalam proses pelaksanaan pembangunan pada semua
lapangan usaha dan tentunya harus didukung oleh tersedianya sarana dan
prasarana pembangunan yang memadai. Namun kondisi tersebut belum
menjadi jaminan akan dihasilkannya pembangunan yang berkualitas,
karena tinggi rendahnya kualitas pembangunan sangat dipengaruhi oleh
kualitas SDM. Oleh karena itu kualitas SDM akan menetukan kondisi
manusia itu sendiri baik sebagai pelaksana maupun sebagai penerima
dampak pembangunan. Kualitas SDM yang tinggi akan sangat berperan
dalam pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) secara efektif, efisien

dengan produktivitas yang tinggi.

Berdasarkan pada kenyataan tersebut, kualitas penduduk Provinsi
Riau secara relatif masih rendah, dimana lebih dari 50% yang berusia di
atas 10 tahun berpendidikan SMP ke bawah, 43,47% berpendidikan
menengah atas 32,43%, dan hanya 6,62% yang berpendidikan tinggi.
Rata-rata lama sekolah penduduk Riau adalah 8,78 tahun, yang
mengandung arti bahwa rata-rata penduduk Riau pernah mengenyam

pendidikan formal sampai kelas tiga SMP meskipun tidak menamatkannya.



Di ibukota provinsi, rata-rata penduduknya mengenyam pendidikan formal

sampai kelas tiga SMA, atau rata-rata lama sekolah 11,42 tahun.

Kondisi geografis dan demografis tersebut secara langsung dan
tidak langsung telah berkontribusi terhadap pembangunan perekonomian
Provinsi Riau. Kontribusi tersebut dapat dilihat dari perkembangan PDRB
Provinsi Riau yang terus bertambah selama periode 2012-2016 dengan
rata-rata pertumbuhan ekonomi termasuk migas 2,23% pertahun. dan
pertumbuhan ekonomi tanpa migas sebesar 7,19% pertahun atau lebih
tinggi dari rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional tanpa migas sebesar
6,26%.

Salah satu sektor lapangan usaha yang berkontribusi dalam
pembentukan PDRB dan pertumbuhan ekonomi provinsi Riau adalah
sektor industri. Selama periode 2012-2016 sektor industri telah
memberikan kontribusi dalam PDRB provinsi Riau dengan rata-rata
sebanyak 22,08% hingga 28,92% menempati urutan pertama di tahun
2016. setelah sektor pertambangan dan sektor pertanian. Sedangkan
secara nasional kontribusi sektor industri terhadap PDB Nasional
mencapai 25,76% atau memberikan kontribusi tertinggi dibanding delapan

sektor ekonomi lainnya.

Masih rendahnya kontribusi sektor industri terhadap struktur
perekonomian di Provinsi Riau dibandingkan dengan sektor industri pulau
Jawa, tidak terlepas dari kurangnya jenis dan jumlah serta kedalaman
struktur industri yang berkembang di Provinsi Riau. Pada tahun 2015, dari
359 jenis industri yang berkembang di Indonesia, hanya terdapat 34 jenis
industri yang berkembang di Riau dan 29 jenis industri diantaranya

merupakan industri berbasis industri agro.

Sedangkan jika dilihat dari aspek potensi pembangunan industri di
Provinsi Riau sangat besar karena daerah ini memiliki sumber daya alam
migas dan non migas yang dapat dijadikan sebagai basis dalam
penyediaan bahan baku industri. Potensi sumber daya alam non migas
seperti subsektor perkebunan, kehutanan, perikanan dan lainnya. Pada
sub sekor pekebunan seperti komoditas kelapa sawit, kelapa, karet dan
sagu telah mendominasi luas penggunaan lahan perkebunan sebanyak
99,01% dari 3.999.301,00 hektar luas lahan perkebunan di Provinsi Riau



pada tahun 2016. Luas lahan perkebunan kelapa sawit pada tahun 2016
yaitu 2.524.138 hektar dengan produksi CPO sebanyak 7.777.069 ton.

Dengan kondisi potensi SDA yang tersedia tersebut sangat
berpeluang dibangunnya sektor industri ke depan, agar sektor industri
dapat tumbuh lebih cepat sehingga berperan lebih besar dalam penciptaan
nilai tambah yang berujung pada peningkatan pertumbuhan ekonomi dan

penyerapan tenaga kerja.

Peningkatan pertumbuhan dan peran sektor industri tersebut akan
dapat dicapai apabila berbagai permasalahan yang dihadapi saat ini dapat

diatasi, yaitu:

1. Masih lemahnya daya saing industri nasional;

2. Belum kuat dan belum dalamnya struktur industri nasional;

3. Masih terkonsentrasinya kegiatan industri di pulau Jawa dan;

4. Belum optimalnya regulasi pemerintah dalam mendukung kemajuan

sektor industri.

Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Perindustrian, disusun dengan tujuan untuk mengatasi permasalahan di
atas. Undang-undang tersebut telah memberikan peran yang lebih besar
kepada pemerintah dalam mendorong kemajuan industri nasional dan
daerah secara terencana untuk tumbuh lebih cepat dan mengejar
ketertinggalan dari negara lain yang lebih dahulu maju dengan daya saing
dan struktur industri yang lebih kuat, serta regulasi yang sangat

mendukung dalam pembangunan industri.

Untuk melaksanakan peran tersebut, maka Pemerintah telah
menyusun Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) secara
sistematis dalam suatu dokumen perencanaan. Tujuan penyusunan RIPIN
sebagai bagian dari pelaksanaan amanat pasal 8 ayat 1, Undang-Undang
nomor 3 tahun 2014, dan menjadi pedoman bagi Pemerintah dan pelaku
industri dalam perencanaan dan pembangunan industri sehingga tercapai

tujuan penyelenggaraan perindustrian, yaitu:

1. Mewujudkan Industri nasional sebagai pilar dan penggerak

perekonomian nasional;
2. Mewujudkan kedalaman dan kekuatan struktur Industri;

3. Mewujudkan Industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta

Industri Hijau;



4. Mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta

mencegah pemusatan atau

5. penguasaan Industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang

merugikan masyarakat;
6. Membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja,

7. Mewujudkan pemerataan pembangunan Industri ke seluruh wilayah
Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional

dan;

8. Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara
berkeadilan.

Perkembangan lingkungan strategis sangat mempengaruhi
perkembangan industri nasional dan provinsi kedepan yang diantaranya

adalah:
1. Dinamika Terkait Sektor Industri

Sektor industri bersifat dinamis seiring dengan perubahan yang
terjadi di dalam sektor industri itu sendiri maupun di luar lingkungan
industri. Sifat dinamis ini penting agar sektor industri dapat selalu
beradaptasi. Beberapa faktor telah terbukti dan diakui memiliki
pengaruh penting terhadap perkembangan sektor industri nasional di

masa depan antara lain:

a. Peningkatan Jumlah, Perubahan Komposisi, dan Peningkatan
Kesejahteraan Penduduk

Saat ini, Indonesia adalah negara keempat dalam daftar
berpenduduk terbesar di dunia, dan diperkirakan akan terus
bertambah menjadi 280 juta pada tahun 2025 dan 313 juta pada
tahun 2035. Besarnya jumlah penduduk merupakan pasar
potensial bagi industri barang konsumsi dan industri
pendukungnya, termasuk industri komponen. Selain itu, komposisi
struktur demografi penduduk berusia produktif yang lebih besar
merupakan peluang bagi peningkatan produktivitas industri
nasional. Peningkatan potensi pasar dan produktivitas akan
berpengaruh pada peningkatan kesejahteraan penduduk melalui

peningkatan pendapatan per kapita.



Perkembangan Teknologi

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di masa
depan akan difokuskan pada nano technology, bio technology,
information technology dan cognitive science, dengan fokus
aplikasi pada bidang energi, pangan, dan lingkungan. Teknologi
telah menjadi komoditi yang memudahkan tata cara
penguasaannya oleh industri. Perkembangan teknologi tersebut
akan berpengaruh pada perkembangan sektor industri nasional
sehingga perlu disiapkan sistem serta strategi alih teknologi dan
inovasi teknologi yang sesuai, diantaranya peningkatan
pembiayaan kegiatan penelitian dan pengembangan (R&D),
termasuk sinergi antara pemerintah, industri, lembaga penelitian

dan pengembangan, serta perguruan tinggi.
Globalisasi Proses Produksi

Globalisasi perdagangan dan investasi berdampak pada
pelibatan industri nasional dalam rantai pasok global dimana
penciptaan nilai tambah melalui proses produksi tersebar di
banyak lokasi atau negara. Globalisasi proses produksi
meningkatkan keterlibatan industri nasional, investasi asing, dan
alih teknologi. Perdagangan komponen diprediksi akan semakin
mendominasi struktur perdagangan antar negara. Keterlibatan
industri nasional dalam rantai pasok global juga berpotensi pada
kerentanan terhadap gejolak perekonomian dunia. Oleh karena itu,
kebijakan kemandirian dan ketahanan industri nasional menjadi

sangat penting di masa depan.
Kelangkaan Energi

Sejalan dengan pertumbuhan industri dan ekonomi, akan
terjadi kelangkaan energi seiring dengan meningkatnya kebutuhan
energi pada 20 tahun kedepan. Untuk menjamin keberlangsungan
pembangunan industri diperlukan kebijakan penghematan dan
diversifikasi energi serta perhatian yang lebih besar terhadap

pengembangan sumber energi terbarukan.



e.

Kelangkaan Bahan Baku Tidak Terbarukan

Eksploitasi sumber daya alam tidak terbarukan yang terus
menerus akan mengakibatkan berkurangnya sumber daya tersebut
yang akan berakibat pada kelangkaan bahan baku bagi industri,
yang dikenal dengan resources displacement. Kondisi ini harus
diantisipasi oleh industri hulu yang mengolah sumber daya alam
tidak terbarukan, yaitu industri-industri yang berbasis migas-
batubara dan mineral. Kelangkaan bahan baku tidak terbarukan
dapat mengakibatkan industri tersebut tidak dapat beroperasi lagi
atau akan mengakibatkan industri beroperasi dengan biaya yang

tinggi sehingga tidak kompetitif.
Peningkatan Kepedulian Terhadap Lingkungan Hidup

Peningkatan pertumbuhan sektor industri perlu diikuti
dengan peningkatan kesadaran untuk menjaga kelestarian
lingkungan untuk menjamin keberlanjutan sektor industri di masa
depan. Pembangunan industri hijau (green industry) perlu lebih
diprioritaskan melalui penyediaan produk industri dan penggunaan
teknologi proses produksi yang lebih ramah lingkungan. Instrumen
terkait industri hijau (seperti eco product, energi terbarukan dan
ramah lingkungan, serta bahan-bahan berbahaya dan beracun)
akan semakin berperan dalam regulasi perdagangan global di
masa depan yang tentunya perlu diantisipasi oleh sektor industri.

Peningkatan Kebutuhan Pangan

Industri pangan berkembang dalam kapasitas, diversifikasi
dan mutu produknya sejalan dengan peningkatan jumlah
penduduk, serta daya beli dan tingkat pendidikan konsumen.
Peningkatan pendapatan penduduk Indonesia yang merupakan
konsekuensi logis dari pertumbuhan ekonomi sekitar 6 persen per
tahun telah menghasilkan pertumbuhan kelas menengah yang
cukup cepat. Kelompok kelas menengah ini juga menjadi salah
satu pendorong dari perkembangan kebutuhan pangan, tidak
hanya dari sisi kuantitas, tetapi juga dari sisi kualitas produk
pangan, penyajian yang menarik, cepat dan praktis, serta standar
higienisme yang lebih tinggi dan harga yang kompetitif dan

terjangkau. Kebutuhan akan produk pangan yang sehat, aman,



dan halal semakin tinggi. Industri pangan fungsional dan pangan
untuk kebutuhan khusus juga akan semakin meningkat di masa

datang.
h. Paradigma Manufaktur

Perubahan paradigma industri yang mengikuti tumbuhnya
perhatian pada faktor daya saing terutama faktor kualitas dan
fleksibilitas adalah perubahan sistem manufaktur dari mass
production menjadi mass customization. Pada sistem manufaktur
mass customization, dikenal strategi price minus dimana perhatian
pertama diberikan pada perancangan untuk menghasilkan kualitas
produk sesuai dengan kebutuhan pelanggan yang dilanjutkan
dengan pertimbangan pasar agar dapat digunakan untuk
menetapkan harga, selanjutnya aspek investasi menjadi penentu
untuk menetapkan biaya produksi. Dengan karakteristik ini,
perhatian diberikan pada tahap perencanaan yang mencakup

kualitas produk dan penerimaan di pasar (market acceptability).
I.  Alih daya produksi dan kolaborasi

Strategi price minus berdampak pada kelayakan produksi
karena biaya produksi untuk menghasilkan produk dengan tingkat
kualitas tertentu telah ditetapkan, sehingga industri harus mencari
cara bagaimana agar proses produksi dapat dilakukan dengan
benar. Pada kondisi ini, sebuah industri belum tentu mampu
mengerjakan seluruh proses produksi, sehingga industri mulai
mencari mitra yang memungkinkan melaksanakan proses yang
direncanakan. Aktivitas process outsourcing merupakan suatu
alternatif yang berkembang, bahkan banyak industri di negara
maju yang melaksanakan seluruh proses produksinya di negara
berkembang, atau dikenal sebagai relokasi industri, artinya
outsourcing tidak hanya pada seluruh proses tetapi juga termasuk

penggunaan sumber daya manusia.
2. Perjanjian Kerjasama Perdagangan Internasional

Perjanjian kerjasama perdagangan internasional antar negara
baik secara bilateral, regional maupun multilateral yang terus

meningkat, telah dan akan mempengaruhi situasi dan kondisi



lingkungan strategis, termasuk mempengaruhi kebijakan pemerintah di

sektor industri di masa yang akan datang. Beberapa perjanjian

kerjasama perdagangan yang melibatkan Indonesia antara lain:

a.
b.

Perjanjian kerjasama perdagangan multilateral (WTO);

Perjanjian kerjasama perdagangan regional (ASEAN, Regional
Comprehensive Economic Partnership-RCEP dan Trans Pacific
Partnership-TPP); dan

Perjanjian kerjasama perdagangan bilateral (Indonesia-Japan
Economic  Partnership  Agreement-lJEPA, Indonesia-EFTA
Comprehensive Partnership Agreement-IE-CEPA, Indonesia-
Australia CEPA, Indonesia-India-CECA, Indonesia-Korea-CEPA,
dan Indonesia-EU CEPA).

Adanya perjanjian kerjasama perdagangan tersebut berdampak pada

beberapa hal berikut:

a.

Semakin meningkatnya Foreign Direct Investment (FDI) karena
daya tarik potensi pasar Indonesia (dengan populasi mendekati
350 juta jiwa dalam 20 tahun ke depan) atau karena daya tarik
potensi sumber daya alam atau bahan baku yang dimiliki

Indonesia;

Semakin meningkatnya transaksi perdagangan global oleh Trans
National Corporation (TNC) yang menjadikan industri di Indonesia
sebagai bagian dari Rantai Nilai Global (Global Value Chains).
Melalui sistem gvcs kegiatan perdagangan (ekspor dan impor)
lintas negara semakin meningkat (GVCS oleh TNCS mewakili 80%
perdagangan global 2013);

Semakin berkurangnya instrumen perlindungan, baik yang bersifat
tarif maupun non-tarif, bagi pengembangan, ketahanan maupun

daya saing industri di dalam negeri;

Semakin derasnya arus impor produk barang dan jasa yang
berpotensi mengancam kondisi neraca perdagangan dan neraca

pembayaran; dan

Semakin ketatnya persaingan antara pekerja asing dan pekerja
domestik sebagai akibat pergerakan pekerja terampil secara lebih
bebas.



3. Kebijakan Otonomi Daerah

Berlakunya Undang-Undang Nomor 22 dan Nomor 25 Tahun
1999 menandai perubahan paradigma pembangunan termasuk dalam
hal hubungan antar tingkat pemerintahan. Penyempurnaan kedua
undang-undang tersebut menjadi Undang-Undang Nomor 32 dan
Nomor 33 Tahun 2004 yang menegaskan tata kelola hubungan antara
pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Secara prinsip
pelaksanaan otonomi daerah atau desentralisasi di Indonesia
diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat
melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta

masyarakat.

Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 diatur
pembagian urusan pemerintahan menjadi urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan Pemerintah dan urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan pemerintahan daerah yang dibagi menjadi
urusan wajib dan pilihan. Dalam kaitannya dengan sektor industri,
dengan adanya pembagian urusan pemerintahan tersebut ada banyak
peluang yang dapat dimanfaatkan oleh daerah provinsi, kabupaten
dan kota. Pemanfaatan peluang akan mempercepat pertumbuhan dan
pengembangan  industri di daerah  serta = meminimalkan
ketidakmerataan penyebaran industri di wilayah Indonesia.

Dalam amanat Undang-Undang tersebut pada pasal 10 daerah
juga diwajibkan menyusun Rencana Pembangunan Industri Provinsi
(RPIP) sebagai sebuah acuan dan pedoman dalam pembangunan
industri provinsi kedepan untuk periode 20 tahun terhitung tahun
ditetapkan RPIP, sehingga untuk Provinsi Riau RPIP 2018-2038.

B. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan RPIP Provinsi Riau adalah :

1.
2.
3.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerabh;
Peraturan Pemerintah nomor 14 tahun 2015 tentang Rencana Induk
Pembangunan Industri Nasional;

Peraturan Pemerintah nomor 41 tahun 2015 tentang Pembangunan

Sumber Daya Industri;

Peraturan Pemerintah nomor 142 tahun 2015 tentang Kawasan Industri;



6.

Peraturan Menteri Perindustrian nomor 110/M-IND/PER/12/2015
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri

Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota.

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2014 tersebut, pasal 10

menyebutkan bahwa:

1.
2.

Setiap Gubernur menyusun Rencana Pembangunan Industri Provinsi;
Rencana Pembangunan Industri Provinsi mengacu kepada Rencana
Induk Pembangunan Industri Nasional dan Kebijakan Industri Nasional;
Rencana pembangunan industri Provinsi disusun dengan paling sedikit
memperhatikan:

a. Potensi sumber daya industri daerah;

b. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan atau RencanaTata
Ruang Wilayah Kabupaten dan Kota;

c. Keserasian dan keseimbangan dengan kebijakan pembangunan
industri di kabupaten dan kota serta kegiatan sosial ekonomi dan
daya dukung lingkungan.

Rencana Pembangunan Industri Provinsi ditetapkan dengan Peraturan

Daerah Provinsi setelah dievaluasi oleh Pemerintah sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sistematika Penulisan

Sistematika RPIP Provinsi Riau tahun 2018 — 2038, dengan susunan

sebagai berikut :

PENDAHULUAN, berisikan Latar Belakang, Dasar Hukum dan
Sistematika Penulisan;

GAMBARAN KONDISI DAERAH TERKAIT PEMBANGUNAN
INDUSTRI, berisikan Kondisi Daerah, Sumber Daya Industri, Sarana
dan Prasarana, dan Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah;

VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH, SERTA TUJUAN DAN
SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH, berisikan Visi dan
Misi Pembangunan Daerah, Tujuan Pembangunan Industri Provinsi
Riau, Sasaran Pembangunan Industri Provinsi Riau;

STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI
PROVINSI, berisikan Strategi Pembangunan Industri dan Program
Pembangunan Industri (menguraikan Penetapan, Sasaran dan
Program Pengembangan Industri Unggulan Provinsi, Pengembangan
Perwilayahan Industri, Pembangunan Sumber Daya Industri,
Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri serta Pemberdayaan
Industri Kecil dan Menengabh,;

10



V. PENUTUP, berisikan ringkasan keterkaitan Bab | s/d Bab IV dan
harapan-harapan dalam mensukseskan implementasi rencana
pembangunan industri propinsi selama dua puluh tahun ke depan.
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GAMBARAN KONDISI DAERAH TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI

A. Kondisi Umum Daerah

Pembentukan Provinsi Riau ditetapkan dengan Undang-Undang
Darurat Nomor 19 Tahun 1957 yang kemudian diundangkan dalam
Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958. Sama halnya dengan Provinsi
lain yang ada di Indonesia, untuk berdirinya Provinsi Riau memakan waktu
dan perjuangan yang cukup panjang yaitu hampir 6 (enam) tahun (17
November 1952 s/d 5 Maret 1958).

Dalam Undang-Undang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat |
Sumatera Barat, Jambi dan Riau, Junto Lembaran Negara Nomor 75
Tahun 1957 Daerah Swatantra Tingkat | Riau meliputi wilayah daerah
Swatantra Tingkat Il yaitu Bengkalis, Kampar, Indragiri, Kepulauan Riau

dan Kota praja Pekanbaru.

Kota Pekanbaru ditetapkan sebagai ibukota Provinsi Riau pada
tanggal 20 Januari 1959 melalui Surat Keputusan dengan Nomor
Des.52/1/44-25. Sementara realisasi pemindahan pemerintahan dari
Tanjungpinang ke Pekanbaru dimulai pada awal Januari 1960 dan mulai

saat itu resmilah Pekanbaru menjadi ibukota Provinsi Riau.

Kemudian dilakukan penyempurnaan aparatur pemerintahan dan
batas-batas wilayah kabupaten. Ditambah dengan adanya hasrat rakyat
dari beberapa daerah seperti Indragiri Hilir, Rokan, Bagan Siapi-api dan
lain-lain yang menginginkan supaya daerah-daerah tersebut dijadikan
Kabupaten, maka oleh Pemerintah Daerah Provinsi Riau pada tanggal 15
Desember 1962 dengan Surat Keputusan Nomor 615 Tahun 1962 di
bentuklah suatu panitia yang menghasilkan pembagian 5 (lima) buah
daerah Tingkat Il dan satu buah Kotamadya yaitu Kotamadya Pekanbaru,
Kabupaten Kampar, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Kepulauan Riau dan
Bengkalis.

Seiring dengan berhembusnya “angin reformasi’ telah memberikan
perubahan yang drastis terhadap negeri ini, tidak terkecuali di Provinsi
Riau sendiri. Salah satu perwujudannya adalah dengan diberlakukannya
pelaksanaan otonomi daerah yang mulai di laksanakan pada tanggal 1
Januari 2001. Hal ini berimplikasi terhadap timbulnya daerah-daerah baru

di Indonesia. dari 27 Provinsi pada awalnya sekarang sudah menjadi 32
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Provinsi. Tidak terkecuali Provinsi Riau terhitung mulai tanggal 1 Juli 2004
Kepulauan Riau resmi mejadi Provinsi ke 32 di Indonesia, itu berarti
Provinsi Riau yang dulunya terdiri dari 16 Kabupaten/Kota sekarang hanya
menjadi 12 Kabupaten/Kota adalah; (1) Kabupaten Kampar, (2) Indragiri
Hulu, (3) Bengkalis, (4) Indragiri Hilir, (5) Pelalawan, (6) Rokan Hulu, (7)
Rokan Hilir, (8) Siak, (9) Kuantang Singingi, (10) Kepulauan Meranti, (11)
Pekanbaru dan (12) Dumai.

. Geografi

Provinsi Riau memiliki luas wilayah 87.023,66 Km? yang terbagi ke
dalam 12 kabupaten/kota,154 kecamatan dan 1.739 kelurahan/desa.
Kabupaten yang terluas wilayahnya adalah Indragiri Hilir yakni 1.379.837
Km? (15.48%), kemudian diikuti Kabupaten Pelalawan seluas 1.240.414
Km? (13.91%) dari luas Provinsi Riau, sedangkan wilayah yang relatif
sempit adalah Kota Pekanbaru dengan luas 63.301 Km? (0.71%).

| GAMBARAN UMUM PROVINSI RIAU Q KAWASAN PESISIR

KOTADUMAIL
Secara Geografis Provinsi Riau terletak di pulau Sumatera dengan luas wilayah Luas : 21777979 Ka
& 90.128,76 KM2 terdiri dari 12 Kab/ Kota (Kawasan Daratan dan Kawasan Pesisir) —0 Adm - 7 Hoc 33 Desa
e Jumlah Penduduk : 285,967 fivva

[*] PETA ADMINISTRASI PROVINSIRAU .~

KAWASAN DARATAN ( s LS sl

Adm :30 ec, 193 Desa
Jumiah Penduduk : 644.580 fiwa

Luas : 6334030 Ha
Adm - 12 Kec, 58 Kelurahan
Jumiah Penduduk: 1,038,118 fiwa

Luas : 363.679,18 Ha
Adm : 9 pulay, § Kec, 101 Desa
Jumish Penduduk : 181095 fiwa

Luas - 78439697 Ha
Adm : 1 pulaw, 14 Kec, 131 Desa

Jumdah Penduduk : 440.841 Jiwa

Luas : 79781684 Ha
Adm - 14 Kec, 194 Kel/Desa
Jumdah Penduduk: 409,431 [iwa

Gambar 2.1: Peta Wilayah Provinsi Riau

Wilayah Riau membentang di lereng Bukit Barisan sampai dengan
Selat Malaka. Secara astronomis wilayah Riau berada pada posisi antara
01°05'00” Lintang Selatan sampai dengan 02°25'00” Lintang Utara atau
antara 100°00'00” Bujur Timur-105°05'00” Bujur Timur dengan batas
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administratif sebelah Utara dengan Selat Malaka dan Provinsi Sumatera
Utara. Timur dengan Provinsi Kepulauan Riau dan Selat Malaka. Selatan
dengan Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera Barat. dan sebelah Barat

dengan Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Sumatera Utara

Provinsi Riau secara geografis, geoekonomi dan geopolitik terletak
pada jalur yang sangat strategis baik pada masa kini maupun pada masa
yang akan datang karena terletak pada jalur perdagangan Regional dan
Internasional di kawasan ASEAN melalui kerjasama IMT-GT dan IMS-
GT. Provinsi Riau memiliki posisi yang sangat strategis. karena
berbatasan langsung dengan Negara Singapura dan Malaysia. Selat
Malaka yang merupakan salah satu jalur perdagangan tersibuk di dunia
yang memiliki potensi besar sebagai pintu gerbang pemasaran berbagai

produk yang dihasilkan dari wilayah ini ke berbagai penjuru dunia.

LETAK GEOGRAFIS

g -~ 3
= \
Rt
TERSUS PELINTUNG, PELINDO I DUMAI PELABUHAN |NDONES|A 1 (PERSERO
DAN TERSUS L’UBUK GAUNG MA YS.A ( )
e -, ‘ V/

MALAYSIA

Gambar 2.2 Peta Jalur Perdagangan (Selat Malaka)

2. Topografi

Secara umum topografi Provinsi Riau merupakan dataran rendah
dan agak bergelombang dan sedikit berbukit dengan ketinggian pada
beberapa kota antara 2 — 91 m dpl. Wilayah dengan topografi berbukit
dengan kelerengan curam antara lain terdapat di Taman Nasional Bukit
Tiga Puluh dengan ketinggian mencapai 843 m dpl. Kabupaten Bengkalis
merupakan kota yang paling rendah yakni berada pada ketinggian 2 m
dpl. Ketinggian suatu tempat berkaitan dengan naiknya suhu udara yang
secara langsung akan mempengaruhi iklim. Provinsi Riau memiliki

topografi dengan kemiringan lahan 0 — 2 % (datar) seluas 1.157.006
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hektar, kemiringan lahan 15 — 40 % (curam) seluas 737.966 hektar dan
daerah dengan topografi yang memiliki kemiringan sangat curam (> 40
%) seluas 550.928 (termasuk Provinsi Kepulauan Riau) hektar dengan
ketinggian rata-rata 10 meter di atas permukaan laut. Sedangkan Kota
Pasir Pengaraian berada 91 m dpl permukaan laut. Kebanyakan kota di
Provinsi Riau